
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Pl~RATURAN BUPATJ OGAN KOMERING ULU TJMUR 

NO MOR \ 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
ALAM MEMELIHARA KETERTJBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

enimbang 

~engingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa daiam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi 
Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasiJguna, perlu 
standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi 
Satuan Palisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas; 

b. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
32 Tahun 2019 ten tang Standar Operasional Prosedur 
Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Memelihara 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 
Menyeienggarakan Perlindungan Masyarakat sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
9alam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
. ... Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 

Kabupaten Ogan Komer:ing Uiu Seiatan dan Kabupaten 
Ogan Jlir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

J 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NQmor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang= 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk~ f / 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara f 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); f 
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3. Unda ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diuba h bcberapa kali, tcrakhir dcngan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tcn to.ng Perubo.han Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang 
Pemerin ta.han Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
pisipl!n Pegawa! ~~geri S!P!~ (!:,e~b~~~ Nega~a ~epublik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Palisi Pamong Praja; 

9. Peraturan Menteri Dalrun Negeri Notnot 54 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Palisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomar 705); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Muhl Pelayanan Dasar Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 158); 
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l q - l . • ' t1: \tt1rnn Mcnteri D lam Negcti Nomor 17 Tahun 2019 
~,'n l m ~ l\'mrnuh m Hnk P ·guwni N ·gcri Sipil, Penyediaan 
~nnmn dnn Prn.snmn l Minimal, Pcmbinaan Tcknis Operasional 
d tm I "nqh ;nl~□en Salunn Polisi Pmnong Praja (Lembaran 

Nq.tnm Rcpublik lndoncsi. Tnhun 20 l Nomor 550) ; 

13. l't•r \ l.u m n M ~nt ·ri Dalam Negcri Nomor 26 Tahun 2020 
lcntnng P •11: ·lenggnrnan Ketertiban Umum dan 
Ket ·ntcrnman Musyurnkat scrtn Perlindungan Masyarakat 
(Bc.rita Negnrn Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 

M . l crnturan Daernh Kabupaten Oga.11 Komering Ulu Timur 
Nomor 6 Tahun 201 6 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Pernngkut Dnerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(L ~mtmran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tnlnm 201 6 Nomor 6) sebagairnana telah diubah dengan 
Penrtura n Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor l); 

15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 
Tahun 2017 ten tang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Serita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 

18); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TIMUR DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN MASYARAKA T 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 

3 . Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

4. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur; 
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I . l',;1111 m1111 1;cip11 lu l.>w:mh ndnlnh 1'cJrnt11rnn Kcpnla Dacrah 
l\uh1111111, 11 ( >gn11 l(1 1111 11rl nu Ulu Tll!111r; 

h , l\ 111.vldil l1tig11w11i Ncgr'ri Hipil (PPN8) ndnlnh Pegawai Ncgcri 
tllpll vu11g h( 1·cl11 1m rlo111 pernltll'nn pr.runclung-undangan 
cli1111\j11I ~11•111101 pm1ylrlll< <11111 me111punyal wewemmg untuk 
111111111111 un p1,11yltlil nn lerhmlnp wnrgn moRynrnkot, aparatur 
dn11 hndnn h11lo1rn y,u,~ mf:lnnggnr Pemturan Daerah, 
l\1n1h1nll\ I\, p1dn D11nm h dnn 1-:eputunnn Kcpnla Dncrah; 

'! , l'l'N!l 11d11l11h l'Pml Pm11orl11111h l(nb11pntcn Ogan Komering 
11111 'l'itn11r: 

/\ , i h1 ti 11111 Pnlh1i 1'11nio11R Pr11J11 ynng selnnj utnya disingkat 
:l11tp11I l'P ml11luh p rnnglrnt Pcmerintah Daerah yang 
h11r111~1111 1nrn1t::llh11nt rlnn menyelcnggnrakan ketertiban 
11rn11m, lwtcm trnmnn mnRyarnkat. don perlindungan 
lllllR,\'fll'flknt. ~1ertn 111 r. negnknn Pernturan Daerah. 

O, 8 111111111 Poll~I PnmonR Prnjn Adalah Satuan Polisi Pamong 
Pn\)11 l,11lmpnten Ognn Komering Ulu Timur; 

I 0. St11ndnr Openwlonnl Prosedur Satuan Palisi Pamong Praja 
ynng flt lnnJutnyn diRehut: SOP Satpol PP adalah prosedur 
hngi 11pnrnt Polisi Pamong Praja, dalam rangka 
lllt:11lnp;lrntknn kesndnrnn dalam melaksanakan tugas 
mr. 11egnkl<nn Pernturan Daerah, mcningkatkan kesadaran 
dnn ketnnlnn mnsynrnkat, aparat serta badan hukum 
terhndnp Perntunm Dnerah, Peraturan Kepala Daerah dan 
K~pulu f!11n Kepnln Dnerah serta penyelenggaraan ketertiban 
nmum dnn ke l.enternman masyarakat; 

t I . Detelrni Dini ndnloh segala usaha, pekerjaan dan kegiatan 
ynng dilnlrnknn oleh personel Pol PP baik secara langsung 
mnuptm tidnk lnngs1mg dalam rangka mendapatkan 
informnsi melului pengawasan, pengamatan, pencarian, dan 
pengrnnputon l>Hhan ketcrangan tentang suatu persoalan 
l.{nnm~unn keterliban umum dan ketenteraman masyarakat 
sehlnAAn npubila persoalan tersebut muncul di permukaan 
~mdnh diketnhui terlebih dahulu; 

J 2. Cegnh Dini adnluh segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang 
clllnlmlrnn oleh personel Pol PP baik secara langsung 
muupun tidnk langsung dalam rangka mencegah 
permusnlnhnn tcrsebut muncul di permukaan dan mencegah 
jnngan ::imnpai mempengaruhi sistem yang sudah ada; 

I a. Pembinmm ndolnh proses, cara (perbuatan membina), usaha, 
tlnclttknn, kegiatan secara efisien dan efektif untuk 
mt:nlngkotkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau 
bndnn hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau 
Pernturnn Kepaln Daerah demi terwujudnya ketertiban 
urnum dnn ketenterarnan masyarakat; 

( 

Dipindai dengan CamScaniner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


5 

14. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informflsi kcpodn 
warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari scmuln 
yang tidak t.ahu menjadi tahu untuk mcningkRtkn11 
kesadaran terhadap ketertiban umum dan kctenteraman 
masyarakat; 

15. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/opcrasl 
yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, mcnjHgn, 
dan memelihara terhadap personel, materil, asct dan 
dokumen agar aman dan kondusif; 

16. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindukon 
untuk menertibkan dalam rangka pcnegakan Pcraturan 
Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; 

17. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada 
keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang bcrlaku 
sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangku 
mencapai tujuan yang sama; 

18. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau 
lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang 
berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 
Daerah, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang 
terkait dengan Pemerintah; 

19. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan 
kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun 
kelompok massa berupa tindakan anarki yang 
membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti 
tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset 
daerah dan rumah ibadah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

20. Pengawalan terhadap Pejabat/ orang-orang pen ting (VIP) 
adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Palisi 
Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Dacrah dalam 
rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

21. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah 
satu · tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat 
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat; 

22. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya 
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 
dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, 
mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan 
prevent.if atau situasi dan kondisi yang diperkirakan akan 
menimbulkan gangguan nyata. 

f 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 

(I) Maksud Penyusunan Standar Opcrasional Proscdur Satuan 
Palisi Pamong Praja adalah sebaga.i pedoman bagi Palisi Pamong 
Praja dalam melaksonukan tugas menyelcnggarakan kctertiban 
umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan 
masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 
Daerah dan Praduk Hukum Daerah lainya. 

(2) Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan 
Palisi Pamong Praja adalah: 

a. untuk keseragaman pelaksanaan tugas Palisi Pamong 
Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, 
Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah 
dan Produk Hukum Daerah lainnya. 

b. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan; 

c. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan 

d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Sasaran Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan 
Polisi Pamong Praja adalah terciptanya ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 
dengan sebaik-baiknya. 

BAB III 

RUANG LINGKUP SOP 

Pasal 3 

Ruang lingkup SOP Satpol PP meliputi seluruh proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan 
internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja 
diantaranya, yaitu: 

a. Standar Operasional Prasedur Penegakkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; 

b. Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat; 

c. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa; 

d. Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat/ Orang-Orang 
Penting; 

e. Standar Operasional Prosedur Penjagaan Tempat-Tempat Penting; 

f. Standar Operasional Prosedur Penjagaan Pos Keamanan Terpadu; 

g. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Patroli; 
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BAB IV 

PENYUSUNAN, SYARAT r AN TAflAPAN Pb NYU8UNAN ~or 
8 nginn Kti~11 tu 

I 'll)' ll S\.llll\ll sor 
Pn~nl l 

(1) Proses pcnyusunnn SOP Sutpol PP dilnku kon ol<:h Tim 

Pcnyu sun SOP; 

(2) SOP Satpol PP scbagnimunn dimnks ud d11l111n Pmml :} 
tercantum dulnm Lnmµiru11 dnn m ·rup11k1111 hugion yung 
tida k terpisa hka n da ri Pcrn turnn Bu pnl.i ini. 

Baginn I<cduo 

Syarat Pcnyusunnn SOP 

Pasal 5 

Syarat SOP meliputi : 

a. Mengacu kepada Peraturan Perundang-Undanga n; 

b. Mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi; 

c. Memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP; 

d . Memperhatikan SOP yang telah dilakukan; 

e. Melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan 

f. Menghasilkan paling sedikit l(satu) output tcrtentu. 

Bagian Ketiga 

Tahapan Penyusunan SOP 

Pasal 6 

Tahapan Penyusunan SOP meliputi: 
a. Persiapan; 
b. Penilaian kebutuhan; 
c. Pengembangan; 
d. Penerapan; dan 
e. Pemantauan dan evaluasi. 

BABV 

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN 
PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Kepala Satuan wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan 
pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP; 

(2) Kepala Satuan dapat melakukan pcngembangan atau petunjuk 
teknis SOP Satpol PP sesuai dan/atau tidak bertentangan 
dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan. 

' J 
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BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Segala biaya yang tirnbul akibat pelaksanaan Peratur~ Bupati 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah 

(APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam 
Memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 
Serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 32) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal l ~ A fri 2022 

~ BUPATI OGAN K~ . .J ...... .,,,..N: ULU TIMUR, 

H. LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 19 AP-,\ 2022 

SEKRETARIS DAERAH I 
\ KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMU~, 1 

MADI 

BERITA DAERAH UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMU& 

TAHUN 2022 NOMOR 

--- ------~,...J 
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